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 ABSTRAK 
 

 
 

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan 
negara dan masyarakat, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan 
nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan 
keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya dengan cara memaksimalkan 
daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada baik 
melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata. 
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan 
yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi suatu 
korupsi pasti merugikan negara. Dalam proses pengembalian kerugian negara dari 
hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian 
uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu timbul suatu 
rumusan permasalahan, Bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat 
tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan dalam 
menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 
yang obyeknya langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Magelang yang 
dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara (interview). Analisis 
dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data 
melalui studi putusan dan wawancara. 

Dari hasil penelitian tersebut terjawab pengembalian kerugian negara 
akibat tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang 
melalui pembayaran uang pengganti bagi setiap terdakwa kasus korupsi belum 
sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999  yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya 
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tuntutan 
pembayaran uang pengganti yang dilakukan Jaksa kepada terdakwa terlalu sedikit 
dibandingkan dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana 
korupsi. Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti 
kepada terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tidak bertindak dan 
menggunakan wewenangnya sebagai penuntut umum secara maksimal. Sehingga 
perlu adanya optimalisasi tugas kejaksaan dan evaluasi atau pembaharuan 
mengenai konsepsi sistem besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh 
terdakwa kasus tindak pidana korupsi agar dalam implementasinya di lapangan 
dapat lebih efektif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi kesadaran kolektif, bahwa korupsi harus diberantas, 

karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi membebani masyarakat 

indonesia terutama masyarakat miskin, korupsi juga menciptakan risiko i-

makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan 

keamanan dan hukum serta ketertiban umum dan di atas segalanya, korupsi 

merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat.1 Padahal 

kekayaan negara yang dikorup jumlahnya sangat besar. Sedangkan menurut 

ahli ekonomi Kwik Kian Gie sebagaimana dikutip oleh Yudi Kristina, pernah 

memberikan gambaran betapa besar kekayaan negara yang dikorup (per 

tahun), yang disebutkan melebihi APBN.2 Dalam bahasa hukum positif 

(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi), korupsi berarti 

perbuatan setiap orang baik pemerintah maupun swasta yang secara 

melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.3 

Dalam perspektif ekonomi, memang ada yang berpendapat bahwa 

(dalam skala tertentu) korupsi memiliki sisi positif, namun   karena sifatnya 

                                                           
1Yudi Kristiana, Menuju Kejaksaan Progresif, (Yogyakarta: LSHP, 2009), hlm. 1. 
2Ibid., hlm.1. 
3
 Teten Masduki, Menyingkap Korupsi di Daerah, (Surabaya: In-Trans, 2003), 

hlm.10. 
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yang rahasia, maka tidak dapat diperhitungkan, bahkan cenderung 

mendistorsi karena menimbulkan rendahnya kompetisi dan akuntabilitas. 

Namun demikian menurut ahli ilmu tentang korupsi yang berasal dari Paris 

Jean Cartier-Bresson sebagaimana dikutip oleh Yudi Kristina, pernah 

melakukan penelitian dari hasil berbagai studi, secara umum sampai pada 

kesimpulan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap alokasi dan distribusi 

sumber daya ekonomi.4 

Bahwa korupsi telah merajalela dalam seluruh dimensi kehidupan 

bangsa tidak dapat disangkal. Namun demikian yang paling 

mengkhawatirkan bahwa korupsi itu tidak berasal dari bawah dimana orang 

barang kali memerlukannya untuk menambah nafkah hidup yang tidak 

mencukupi, melainkan dari atas, korupsi pertama-tama merupakan gejala elit. 

Anehnya perubahan pemegang kekuasaan, tidak menjadikan bangsa 

Indonesia beranjak dari keadaan yang korup. Sedangkan menurut budayawan 

dan tokoh katolik Indonesia Frans Magnis Suseno, sebagaimana dikutip oleh 

Yudi Kristina, dengan bahasa khasnya menyatakan5: 

“Tetapi korupsi tidak berkurang melainkan bertambah sejak Pak Harto 
jatuh. Sesudah sang Bapak di atas yang masih mampu mendisiplinkan 
para bawahannya semakin kelihatan. Sekarang merekalah yang mau 
melayani diri, mereka mau memakai kesempatan yang barangkali 
hanya pendek untuk merampok kekayaan sebanyak mungkin agar 
mereka kemudian aman apabila bangsa ini kandas” 
 
Pada masa Orde Baru kebocoran uang negara masih 30%, setelah 

reformasi bergulir tahun 1998 indikasi tindak pidana korupsi yang merusak 

                                                           
4Ibid., hlm.2. 
5Ibid., hlm.3. 



3 

 

perekonomian dan moral bangsa indonesia ini justru semakin mencemaskan. 

Karena begitu besar perkiraan kekayaan negara yang dikorup, dan akibat 

yang dapat ditimbulkan, maka korupsi telah ditasbihkan sebagai extra 

ordinary crime. Muladi menganggap bahwa korupsi tidak lagi sebagai “ local 

matter” tetapi sudah cenderung dilihat sebagai suatu fenomena transnasional 

yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat internasional, sehingga 

untuk itu dibutuhkan kerja sama internasional untuk mencegah dan 

mengendalikannnya secara komprehensif dan multidisipliner. Pemberantasan 

korupsi secara hukum  adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara 

konsisten Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-Undang yang 

dimaksud adalah  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Zaman orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 

1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer 

Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk 

meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana 

korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras 

tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi. Pada orde 

reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 

melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, hampir tidak membawa 

perubahan apa-apa. 
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Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara 

Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat yang 

berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara 

pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan 

Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing 

mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur 

aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan 

pidana.6 

Suatu tindakan korupsi masuk ke dalam ranah hukum pidana dan yang 

menjadi obyek dalam kasus korupsi adalah pelakunya. Pelaku korupsi banyak 

dilakukan oleh pejabat publik sehingga ini menarik bagi masyarakat karena 

pejabat publik dikenal oleh masyarakat.7 

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang 

menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik Negara yang diambil 

oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, 

maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan 

lagi kepada negara. Korupsi tidak hanya sekedar  merugikan keuangan 

negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-

hak ekonomi rakyat.  

                                                           
6 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1. 
7Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT.Citra Aditya 

Bakti, 2002), hlm.56. 
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Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan 

pengambilan kembali uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. 

Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara 

sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni 

instansi Kejaksaan.8 

Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak  hukum, yang diatur oleh 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 , Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah  Lembaga Negara yang diberi 

wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 6 ayat 1 butir b 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk 

melaksanakan penetapan hakim. 

Dalam proses pengembalian uang negara dari hasil korupsi, 

Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang 

negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk 

mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.  

                                                           
8Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan,  

(Jakarta: Djambatan, 2007), hlm.50. 
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Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa9 : 

“Pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan 
sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses 
peniadaan hak atas aset pelaku dari Negara korban dengan cara 
dilakukan dengan cara pensitaan, pembekuan , perampasan baik dalam 
kompetensi lokal , regional maupun internasional sehingga kekayaan 
dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.” 
 
Dalam kasus korupsi para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan 

Hakim berperan serta dalam penegakan hukum dan ketiga instansi tersebut 

saling berkaitan. Dalam hal kaitannya penelitian ini penyusun terpusat 

melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Magelang yang merupakan 

Lembaga Kejaksaan yang wilayah hukumnya dalam lingkup kota Magelang, 

yang bertugas menangani kasus-kasus hukum yang terjadi di wilayah 

hukumnya yaitu wilayah kota Magelang. Yang akan menjadi bahan penelitian 

dalam skripsi ini adalah kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah 

ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang. Salah satu tindak pidana korupsi 

yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang adalah Tindak Pidana 

Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Walikota Magelang H.Fahriyanto, 

selaku mantan walikota magelang  dianggap telah menampung dan 

mencairkan uang yang berkaitan dengan pengadaan buku wajib Tahun Ajaran 

2003 atas prestasi pekerjaan 100% padahal pekerjaan tidak mencapai 100%, 

serta menyerahkannya kepada pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan 

uang tersebut. Dalam kasus tersebut Kejaksaan Negeri Magelang melakukan 

                                                           
9Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit media,  

2009), hlm. 149 
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tuntutan untuk meminta kembali kerugian negara akibat tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh mantan walikota magelang tersebut.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk 

meneliti tentang bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat 

tindak  pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang. Serta kendala 

Kejaksaan Negeri Magelang dalam upaya pengembalian kerugian negara 

akibat tindak pidana korupsi.  

Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak 

Pidana Korupsi “ (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-

2012). 

B. Pokok Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun 

merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magelang ? 

2. Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Magelang dalam 

pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ? 

C.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak 

Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang. 
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b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi  Kejaksaan Negeri 

Magelang dalam pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak 

Pidana Korupsi. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis Penyusun berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk 

skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan 

informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi di dalam masyarakat 

serta peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi terutama 

peranannya dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana 

korupsi. Skripsi ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum 

pidana serta yang berkaitan dengan permasalahan kasus Tindak 

Pidana Korupsi. 

b. Secara praktis, Skripsi ini juga diharapkan dapat membantu aparat 

penegak hukum dalam melakukan proses penanganan terhadap kasus 

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di kota Magelang khususnya dan 

Indonesia pada umumnya. 

D. Telaah Pustaka  

Setelah melakukan penelusuran terhadap literratur yang ada, adanya 

karya-karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik 

secara umum maupun khusus yang penyusunan ketahui adalah: 
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Skripsi karya Oki Wijayanto dengan judul “Peran Komisi 

Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”10. 

Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kejaksaan maupun Kepolisian dalam 

memberantas Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya adalah tempat penelitian 

di Komisi Pemberantasan Korupsi dan aspek penelitiannya yakni mencari 

kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 

melaksanakan tugasnya selaku penyidik dalam pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Persamaannya adalah sama-

sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). 

Skripsi karya Yulius Koling Lamanau dengan judul “Pengaruh 

Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana 

Korupsi”11. Dalam skripsi tersebut menjelaskan dilakukan analisis untuk 

mengetahui pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap proses 

penyelesaian tindak pidana korupsi. Perbedaannya adalah metode 

penelitiannya dilakukan dengan library research dan aspek penelitiannya 

yakni pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap proses penyelesaian 

tindak pidana korupsi. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang 

pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. 

                                                           
10 Oki Wijayanto, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan  

Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 
Veteran Jakarta,2004. 

11 Yulius Koling Lamanau, “Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara Dalam 
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”,Skripsi Fakultas Hukum Universitas 
Atmajaya,2008. 
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Skripsi karya Endri dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam 

Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”12. Dalam skripsi 

tersebut menjelaskan tindakan Jaksa sebagai Pengacara negara dalam 

pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi. Perbedaannya adalah 

aspek penelitiannya memfokuskan tentang berhasil atau tidaknya seorang  

jaksa dalam mengembalikan uang negara akibat tindak pidana korupsi. 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengembalian kerugian 

negara akibat tindak pidana korupsi. 

Skripsi karya Mafrukhin dengan judul “ Studi Atas Tindak Pidana 

Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif” 13. Dalam skripsi 

tersebut membahas tentang bagaimana tindak pidana korupsi dalam 

pandangan hukum pidana islam dan hukum  positif, serta bagaimana sanksi 

yang berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut  pandangan hukum 

pidana Islam dan hukum positif. Perbedaannya adalah Penelitian tersebut 

dilakukan dengan library research dan aspek penelitiannya yakni tindak 

pidana korupsi dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum  positif. 

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi. 

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada yang 

membahas tentang Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat 

Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang). 

                                                           
12 Endri, “Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak 

Pidana Korupsi”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta,2010. 
13 Mafrukhin , “Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam 

Dan Hukum Positif”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Yogyakarta, 2004. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainya, yaitu 

bahwa penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan mengenai bagaimana 

prosedur pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magelang..  

E. Kerangka Teoretik 

Tindak pidana korupsi, yang populer didefinisikan sebagai 

penyalahgunaan kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya 

merupakan masalah ketidakadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori 

keadilan sosial adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh 

dilanggar, maksudnya adalah bahwa kesejahteraan umum tidak boleh 

dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang mengancam 

kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial. Tindak pidana korupsi 

adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan 

mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum. Sudah menjadi 

kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan 

ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi dan moral bangsa. 

Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi menghambat efisiensi ekonomi, 

mengalihkan sumber-sumber dari orang miskin kepada orang kaya, 

mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik dan membuat jera investor-

investor asing. Korupsi juga mengikis perwakilan progam-progam 

pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemanusiaan.14 

                                                           
14Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.25. 
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Dalam hal ini seperti ditulis dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: 

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai 

negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat 

pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 

150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).” 

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo  

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan 

kerugian negara. Oleh  karena itu, penegakan hukum pidananya lebih 

mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana 

korupsi.Upaya pengembalian kerugian negara dari para pelaku korupsi akan 

berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa 

atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha 

pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit 

terjadi suatu pengembalian kerugian negara.15  

Sebagai salah satu komponen alat penegak hukum, Kejaksaan 

mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam upaya 

menjaga tegaknya hukum, Kejaksaan mempunyai karakteristik tersendiri 

dibandingkan dengan instansi lainnya, dimana jaksa adalah pejabat yang 

                                                           
15

 Purwaning M.Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi,(Bandung: Alumni, 
2007), hlm.20 
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diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut 

umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap.16 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan 

kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang lengkapnya sebagai 

berikut17: 

1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UU ini disebut 

kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang. 

2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara merdeka. 

3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak 

terpisah-pisah.  

Memperhatikan ketentuan tersebut, berarti kejaksaan merupakan 

lembaga pemerintahan. Penyebutan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan 

menunjukkan bahwa kejaksaan adalah bagian dari eksekutif. Konsekuensi 

lebih lanjut kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan berarti 

kejaksaan bukan merupakan institusi yang independen atau mandiri. 

                                                           
16Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (6) butir a. 
17Yudi Kristiana, Menuju Kejaksaan Progresif, (Yogyakarta: LSHP, 2009), hlm.109. 
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Sedangkan peran jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan 

negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peran jaksa tersebut terlihat dalam 

ketentuan tentang pidana tambahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1991 menyatakan bahwa 18:  

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: 

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau 

barang yang tidak bergerak yang digerakkan untuk atau yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik 

terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga 

dari barang yang menggantikan dari barang-barang tersebut. 

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 

satu  tahun. 

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atas penghapusan 

seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang tidak atau dapat 

diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.  

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu (1) tahun sesudah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 

                                                           
18 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 

18 
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harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut.  

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dijelaskan juga dalam Pasal 38B ayat 

(3) yang menyatakan Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan 

tuntutannya pada perkara pokok. Jelas bahwa dalam melaksanakan jabatan 

fungsional di bidang penuntutan, Jaksa bertindak sebagai wakil negara dengan 

tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu 

penuntutan harus berdasarkan kepada hukum dan senantiasa mengindahkan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kebijakan 

pemerintah dalam penanganan perkara pidana. Tanpa mengurangi arti penting 

hukum atau acara pembuktian (secara teknis yuridis penuntut umum tentu 

menguasai), kiranya aktualisasi penegakan prinsip-prinsip, etika, moral, 

integritas kepribadian dan disiplin merupaka faktor utama yang melandasi 

penerapan, pelayanan dan penegakan hukum. Jaksa Agung dalam suatu butir 

perintah harian pada tanggal 22 Juli Tahun 1996 menegaskan selalu 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pelaksanan tugas penuntut 

umum. 19 

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  pengembalian kerugian negara antar 

                                                           
19Marwan Efendy, Kejaksaan Republik Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), hlm. 28. 
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lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU Nomor 20 

tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang 

dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang 

dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam 

pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur 

pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang 

berlaku, baik materiiil maupun formal. Hubungan antara aset-aset dengan 

seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam 

hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum 

perdata.20 

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo  

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan 

kerugian negara. Oleh  karena itu, penegakan hukum pidananya lebih 

mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana 

korupsi.21 

Di dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian kerugian negara akibat tindak 

pidana korupsi menggunakan dua pendekatan, yaitu jalur perdata di mana 

                                                           
20Indriyanto Seno, Korupsi Dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, 2009), 

hlm.25. 
21Purwaning M.Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi,(Bandung: Alumni, 

2007), hlm.20. 
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gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan jalur 

pidana melalui proses penyitaan dan perampasan. 

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-

ketentuan sebagai berikut Pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa dalam hal 

penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak 

pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada 

kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas 

perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk 

diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan 

untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) nya menetapkan bahwa 

putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak 

untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pasal 33 menetapkan 

bahwa dalam hal tersangka meningggal dunia saat dilakukan penyidikan, 

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik 

segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa 

Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk 

dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. 

Selanjutnya, Pasal 38 C menetapkan apabila setelah putusan 

pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat 

harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari 

tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara 



18 

 

sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) maka negara dapat 

melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris.22 

Dari uraian di atas telah jelas bahwa dalam tindak pidana khusus, 

khususnya tindak pidana korupsi Kejaksaan mempunyai wewenang dalam 

mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui uang 

pengganti. Yang juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang 

peneliti untuk mencapai suatu tujuan , cara tertentu digunakan setelah peneliti 

memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.23 

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam 

penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research)24, yaitu penelitian yang obyeknya 

langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Magelang yang berupa data yang 

didapat melalui wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta 

arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Magelang. 

2. Sifat Penelitian 

                                                           
22Indriyanto Seno, Korupsi Dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, 2009), 

hlm.25. 
23 Winarno Surahkmad, Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik, 

(Bandung: Tarsito, 1990), hlm.191. 
24 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1985), hlm.20. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui 

pengumpulan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.25 

Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan menjelaskan peranan 

Kejaksaan Negeri Magelang dalam pengembalian kerugian negara akibat 

tindak pidana korupsi dengan solusi yang tepat, guna melaksanakan amanat 

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, kemudian menganalisa pengembalian kerugian negara akibat tindak 

pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang. 

3. Pendekatan Penelitian 

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian  yaitu 

pendekatan undang-undang (statute approach) , pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan sejarah (history approach), pendekatan komparativ 

(comparativ approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).26Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana 

dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari 

berbagai aspek mengenai pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana 

korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach). 

4. Sumber Data 

                                                           
25 Adi Rianto, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Grannit, 2004), 

hlm .128. 
26Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.22. 
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Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber 

dimana data diperoleh, berdasarkan jenis datanya, yaitu data sekunder. Maka 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri 

dari: 

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara 

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-

dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, 

surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan 

permasalahan yang diteliti 27yaitu tentang Pengembalian Kerugian 

Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks 

                                                           
27

 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1985), hlm.25. 
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kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan 

yang diteliti 28yaitu Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak 

Pidana Korupsi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu penelitian pasti membutuhkan daat yang lengkap, dalam hal ini 

dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan 

reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal pailing 

sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu; 

a. Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan 

keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada 

tujuan penelitian.29 Dalam interview  ini penyusun mempersiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui 

interview guide (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau 

keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan kepala bidang yang 

menangani khusus kasus tindak pidana korupsi. 

b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang 

sistematis yang ditujukan pasa satu atau beberapa fase masalah di dalam 

rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang 

diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan 

metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang 

diteliti yaitu langsung dari kantor Kejaksaan Negeri Magelang. 

                                                           
28 Ibid.,26. 
29Hadi Sutrino, Metodelogi research Untuk penulisan Paper,Thesis dan Disertasi, 

(Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm.60. 
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c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa 

dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan 

Negeri Magelang dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum- 

hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan 

skripsi ini. 

6. Analisis Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.30Penyusun menggunakan metode 

analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data 

yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan 

metode deduktif,  yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah 

yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana Kejaksaaan 

Negeri Magelang melakukan pengembalian kerugian negara akibat tindak 

pidana korupsi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar 

dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka 

penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantara 

sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, ini merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat 

latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian 

tentang peranan kejaksaan negeri dalam pengembalian kerugian negara akibat 

                                                           
30 Ibid.,hlm.62. 



23 

 

tindak pidana korupsi. Kemudian pokok masalah, tujuannya yaitu untuk 

mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang 

tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun, 

kerangka teori, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk 

menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, gambaran umum tentang tindak pidana korupsi, yang 

merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian 

untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat, penyusun 

menjelaskan mulai dari pengertian tindak pidana dan tindak pidana korupsi 

secara menyeluruh, serta menjelaskan tentang peraturan yang mengatur 

mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dalam lintas sejarah. Dalam bab 

ini juga menjelaskan tentang kerugian negara dan pengembalian kerugian 

negara akibat tindak pidana korupsi dan sistem apa saja yang digunakan 

dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. 

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum tentang lokasi 

penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Magelang dan membahas tentang beberapa 

kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Magelang.  

Bab keempat, merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban 

dari penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan menganalisa hasil 

penelitian dari lapangan yaitu bagaimana pengembalian kerugian negara 

akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang dalam kasus 
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tindak pidana korupsi di Magelang dan apa saja kendala yang dihadapi 

Kejaksaan Negeri Magelang dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat 

Tindak Pidana Korupsi. 

Bab kelima, dalam bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dana saran dari keseluruhan skripsi serta berbagai lampiran. 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani 

oleh Kejaksaan Negeri Magelang melalui pembayaran uang pengganti bagi 

setiap terdakwa kasus korupsi belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 

huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  yaitu pembayaran uang 

pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tuntutan pembayaran uang pengganti 

yang dilakukan Jaksa kepada terdakwa terlalu sedikit dibandingkan dengan 

jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. 

Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti kepada 

terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tidak bertindak dan 

menggunakan wewenangnya sebagai penuntut umum secara maksimal.. 

2. Dalam perannya ikut serta mengembalikan kerugian negara akibat tindak 

pidana korupsi Kejaksaan Negeri Magelang hanya memiliki sedikit kendala 

yaitu pelaku tindak pidana korupsi belum bisa mengembalikan kerugian 

negara melalui uang pengganti dikarenakan pelaku tersangkut masalah 

korupsi lebih dari satu sehingga pelaku harus membayar uang pengganti dari 

kasus korupsi yang sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan pengembalian 

kerugian negara sedikit terhambat. Untuk kasus korupsi yang lain 
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Pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti sudah 

terlaksana. 

 

B. Saran/Rekomendasi 

1. Diperlukan adanya perubahan atau modifikasi perumusan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999  jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

mengenai konsepsi sistem besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan 

oleh terdakwa kasus tindak pidana korupsi agar pembayaran uang pengganti 

bisa secara maksimal sesuai dengan kerugian negara, supaya dalam 

implementasinya di lapangan dapat lebih efektif. 

2. Perlu adannya optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan sebagai instansi yang 

mempunyai peran dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana 

korupsi supaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi 

sesuai dengan kerugian negara. 

3. Perlu adanya kerjasama yang lebih solid antara penyidik yaitu polisi dan 

Jaksa dalam proses penyidikan agar dapat mengungkap dan mendapatkan 

bukti yang akurat yang dapat membuktikan terjadinya  tindak pidana korupsi. 

4. Jaksa harus memberikan tuntutan hukuman yang maksimal agar pelaku 

tindak pidana korupsi jera.. Hukuman yang hanya sebatas aturan tertulis yang 

tidak mampu memaksa pelanggar jera atas perbuatan yang dilakukannya akan 

sia-sia dan percuma. Banyak koruptor tidak jera atas perbuatannya atau 

bahkan semakin meningkatkan aktifitas korupsinya kerena masih terlalu 

ringannya hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukan. 
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Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejalaaan

Negeri Magelang Tahun 20ll-2012)

Demikian surat keterangan ini dibuat unh* digunakan sebagaimana mestinya.

idodo, S.H



{

pengacjaan buku wajib cii aias Rp 100.000.000,- (seraius juia rupiah). Aciapun alasan
dilaksanakannya pengadaan buku wajib dengan cara penunjukan langqung adalah,,buku,
buku teks wajib hak ciotanya hanya ada oada PT, Balai Pustaka (BP): Hal ini mendasarkan
kepada keputusan Mendikbud Nomor : 06Bg/M11990, keputusan Mendikbud Nomor :

wUl1994 dan surat Kepala Biro Hukum dan organisasi De$iknas Nomor :
,\4dldIi Eilttlt6AA4-

Atas ijin dari terdakwa selanjutnya SRI YUDOKO selaku pemimpin kegiatan membentuk
paniiia pengaiaan pada ianggai 6 Oktober 2003, dan panitia penerima barang (PPB)
Pengadaan Buku Mata Pelajaran sD/Ml, sLTP/Tr,lTs, Kota Magelang Tahun Anggaran
2003. 

.t -r,a,It,):r,. - YY

Selanjutnya disusunlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara SRIYUDOKO, SH

selaku Pemimpin kegiatan dengan l{R SISWADI direktur utama PT BP selaku penyedia

barang dengan Total nilai kontrak pengadaan buku wajib SDlMl, SLTP/MTs, SMU/SMK
seluruhnya adalah Rp 11,845.987.25A',- {sebelas milyar delapan ratus empat puluh lima
juta sembiian raius deiaparr puiuh tujuh ribu dua raius lima pulirh rupiahi dengan totai

iumlah buku 370.022 eksemplar dengan Jangka waktu pelaksanaan pekeriaan selama 60
(enam puluh) hari kalender dihitung dari tangoal 21 Oktober 2003 sld tangoal 20

Desember 2003;

Bahwa temyata sampai dengan berakhimya pelaksanaan pekeriaan sesuai dengan
kontrak yakni tanggal 20.Desember, 2003 pekerjaan tidak selesai 1 00%.

Bahwa sRl YUDoKo selaku Pemimpin Kegiatan, mengetahui pekerjaan yang

dilaksanakan oleh PT Balai Pustaka sampai tanggal 20 Desember 2003 belum mencapai
100%, Selanjutrya karena akan berakhimya tahun anggaran SRI YUDOKO selaku
pemii-rrpin kegia'ran meiaprrr kepada ierdainra bahwa apatrila dana iidak rjicairkan sampai
b,erakhimya tahun anggaran berjalan, maka anggaran akan hangus dan rencananya akan
menitipkan dana di rekening walikota. Atas laporan dari SRI YUDOKO tersebut terdakwa
memerintahkan agar berkoordinasi dengan bagian keuangan Pemkot Magelang yaitu

SOEREN|ADlselaku kabag Keuangan dan SULARSO HAD|selaku Kasi Perbendaharaan
riieriibairas iiagairiialra caraitya agat dana liisa dicairkari rJari tii'tiiip ke rekeriirig waiikota.

Dari Hasilkoordinasitersebut SRIYUDOKO, SOERENIADIdan SULARSO HADIsepakat
untuk menitipkan dana yang akan dicairi<an pada rekening tei'dakwa,selaku waiikota p#a
bank jateng Cabang Magelang nomor : 1-00542272$.

Uniuk memberikan alasan pembenaran dari peniiipan tersebui tei'dakwa meminta SRI
YUDOKO mengajukan nota dinas kepada terdakwa selaku walikota. Selanjutnya atm
permintaan dari terdakwa, SRI YUDOKO membuat dan mengirimkan nota dinas Nomor :

17811425.2 tanggal 24 Desember 2003 kepada Terdakwa yang isinya melaporkan bahwa
pekeriaan mencapai 50% tetapi harus mencairkan dana 100 %, dan meminta ijin agar
daria uniuk pekerjaari yang iieluni selesai sebesar 50?6, dapat elititipkari di rekening

Bahwa agai' pembayaran bisa teriaksana 100?i, dari niiai kontrak, SRI YUDOKO
memerintahkan HARTONO selaku anggota panitia pengadaan barang agar membuat
Berita Acara Pemeriksaan Pekeriaan seolaholah pekeriaan telah selesai 1000/o dan
mengedarkannya untuk memintakan tanda langan kepada para anggola panitia

pemeriksa/penerima barang pengadaan buku wajib SD/TI4|, SLTP/MTs, SMU/SMK, yang

ke rn ud i a i-r rj ij arj i kar-r d asa r pernr i n taan pernba y ararr ;

Selanjutnya setelah dana pengadaan buku wajib SD[tdl, SLTP/ItilTs, SMU/SMK dicairkan
/^^1..-.,L-.,^ ^l^ a t\r(seiiii'ijnnya a0a J sPivi toial bei"jumiah Rp.9.476.789.800,00), kemudian dimasukkan ke



\.UDOKO, S.H., memeriniahkan Titik ,Seiianingsih seiaku pemegang kas paia Dinas

PenCidikan Kota Magelang agar membuat mk guna melakukan penarikan dari rekening

Dinas Pendidikan.

Bahwa 50% dana,pengadaan buku wajibyang,,ada di rekening,Dinas Pendidikan sebesar

Rp.5.922.993.625,00 selaniutnya oleh SULARSO FIADI selaku Kasubag perbeh&haraan

dirnasukkan ke,rekening walikota melalui mutqg[:$g{it!a0ggal'9 Januari2004lqqlresar:Rp.

5.922.993,625,00 yaitu setoran tunai:oleh SULARSO:,HADLyang merupakan,'pemiildahpn

uarrg dari rekening Dirras Feiiditjikan Koia Mageiarrg seiresar 50?t, dari riilai konirak (=

50% x Rp.11.845.987.250,00), transaksimana merupakan relisasidarikesepakatan antara

terdakwa, dengan SRI YUDOKO sesuai nota dinas SRI YUDOKO nomor : 1781 I 4i25.2

tanggal 24 Desember 2003 yang akan menitipkan sebagian uang yang telah dicairkan dari

Kas Daerah namun belum dibayarkan kepada penyedia barang karena pekerjaan belurn

--I^--:.5Urusail,

Selanjutnya oleh terdakwa selaku walikota dan SOERENI ADI (Kabag Keuangan) serta
,*^-i.. a.r rr noa.". LtAnl ,L/^^,.L^^ ^^-L^t^^:^^^\ ,r:r^1...r,^^ ^^^^-il.^- ^r^.. *..r^^i -,.1^^iuruailru orJlj\r\o\., I l,1ur l]\crsuucrg ]riiluraclt\aa|t uila^uncllr Pvlrcfiil\cill drcru ilrutdtr-llrutdnl

yang terkait dengan pengadaan buku teks wajib dalam rekening Bantuan,,Danadana

Tingkat I pada bank jateng Cabang Magelang nomor : 1-00542272$ yang dikelola oleh

terdakwa selaku Walikota Magetang bensamar,S0ERENl'ADl'selaku Kabag Keuangan

Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Penrvakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-

1328/PW11/5P008 Tanggal 12 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Penuakilan

AMUL ANDALIZA, temyata jumlah buku yang diadakan oleh Balai Pustaka hanya ada

362.110 eksemplar yang seharusnya sesuai konirak 370.022 eksemplar; Dengan demikian

ada kekurangan volume sebanyak 7.912 eksemplar senilai Rp 338.149.70,- (tiga,ratus

tiga ouluh delaoan juta seratus emoat puluh sembilan ribu tuluh ratus tuluh puluh ribu

rupiah;

Perbuatan terdakwa menampung dan mencairkan uang !,ang berkaitan dengan
pengadaan buku wajib TA 2003 atas prestasi pekerjaan 100% padahal pekerjaan tidak

mencapai 10070, serta menyerahkannya kepada pihak-pihak yang tidak berhak,

rier:upakan perbuatan rrielawan iiukum karena [rerteritaligaii derigarr keteniuarr yarrg ada,

yaitu:

r \ n^-^l ,l .{ nn lt^-i) Fasai i i iri-r i,iomor i05 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan'Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa: Semua transaksi keuangan daerah baik
penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melaluikas daerah;

2) Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang pengeloloaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang mengafur bahwa: setrap pemfubanan
APBD harus didukung oleh bukti yang tengkap dan syah mengenai hak yang diperoteh
oteh pihak yang menagihi

3) Pasai 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002'ieniang Pedoman Fengurusan
dan prtanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD, yang mengatur bahwa Sefiap pengeluaran kas harus didukung
oleh bufui yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoteh oleh pihak yaig
menagih;

4) Fasai 3i ayat (2) Keppres i,ioiiior 18 Tahurr 2000 teniarig Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan barang{asa Di lnstansi pemerintah, yang menentukan bahwa
Pembayaran ditakukan alas dasar presfasl pekerjaan yang oenitaiannya dilakukan
dengan sisfem serfifikasi bulanan afau srstem termin, dengan memperhitungkan
angsuran uang muka dan kewajiban pajak, Bahwa pada saat sRl yuDoKo



\:ururns f N

!. Nama lengkap

Temoat lahir
fIFIKOR

rr. SpJ YLI,DQI(Q, SI{ Bin BASRIDI:

62 tahurr /3ianuari 1949.

Laki-laki

indonesia

Jln, AmbonNo; T4 Sanggrahn Kota Magelaug,

: isiain

: Pensiunan Kepala Dinas Pendidikan Kota
- t :r' ,

Nragelang.

._Uiriur i tanggal iahir

Jenis kelamin

r\eDangsitran

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

?a^ Pt't leA',a'ry)

No:6t /?rU/sr^ ltaa
/fm. T(P(KoF . S*9

Tgt A feLrya"i &otr .

Pendidikan : S.1

:-'L. Nasus ruslsl .

Bahwa terdakwa H. Si Yudoko, SH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota

iviageiang, bersama <iengan H Fainiyanto, Soerani Adi, SE.iviivi, Suiarso l{adi,

SE.1\4N4 (dalam berkas perkara terpisah), dalarn leegiatan pengadaan bular teks

wajii,r iiagi siswa SDrMi, SLTPAvITs, SMUiSh,iK cii DiIias FErirJirlikau Koia

Magelang Tahun Anggaran 2003 telah mengadakax kesep'aftat ' untuk

mencairkan <iana anggaran kegiatan seb,esar :100% kepatia pihak I{'R., Siswadi

dari PT Balai Pustaka selaku penyedia barang meskipun realisasi fisik sampai

eiengan beraichirnya kontrak'(tarrggal 22 Dcsember 2003) belum mencapai i8. 'stlo.

T$dakwa dengan Kabag l(euangan (suteni Adi):membuat dan megirimkan nota

riinas kepacia Waiikota Viageiang (H. Fairiyanto) yang isinya meiaporkan bahwa

pekerjaan baru selesai 50 %tetapi dana harus dicaifkan l0A a/odan m a'ij'in

agar dana uniuk pekerjaan yang beium seiesai (sebes'ar 50 a/o atau seniiai Rp 5,92



mii'i'ar) diiitipkan di rekening Wditcoia,.ivragelang. Untuk .meqyias,ati agar

pembayaran bisa terlaksana rcA % dari nilai kontrak terdakwa memerintahkan

panitia pemeriksa barang agar rnemiruat Berita Acara Pernerjksaan seoiah oiah

pekerj,aan telah selesai 100%, Setanjutnya setelah dana masuk ke releening
t.t , rwairkota dana dicairkan untuk peruntuican yang tidak ciapat dipenanggung

jawabkan. Akibat perbuatan terdakwa H. SRI YUDoKo,SFI, dkk mengakibatkan
t - ' :- - \T--- -- n - 4 nn' oEA '7^^ (eriipai miiyar' setiibiiari i-atus seriibilanKtrruBlail t\EB,ara I\p. +.yyJ.6J4.uzJ,- (eriipat i-r-liiyal- seit

puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga

rupiah)



1. ltJama Lengkap
Tempat lahir
Umur/tgl. Lahir
Jenis Keiamin
Kebangsaan
Tempat Tinggal

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan

H. FAHR|YAI.JTO Bin I,^JITOI.JO SOEDARSO
Magelang.
54 Tahun / 11 Juli 1947
Laki - Laki
lndonesia

,Jf 
'Xq 

.BroOemanr Timul r,No;952, RT 02 RW 02_, Kel: panjarig
Kec Magelang',Tengah, Kota,Magelang, Jawa Ter$i6.," "'
lslam
swasta (mantan walikota Magelang)
SLTAt-lo fuT .

tUf,xtru FEN6ADttAN 2 Kasus Posisi :

TlPlFaR fad- PN Bahwa terdakwa H' FAHRIYANTO Bin WITONO SUDARSo, selaku walikota Magelang[e-ora13 berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.l. Nomor: rgr.$-032 t nggJ i
No '. 69 /?to tsuct eolt Pebruari 2000, dengan sRi YUDoKo, S.l{, soEdittt,not, sE, ivilrii dan suLARSol-jADi

/ pnt.TtplKoR i;; (masing-masing dalam berkas perkar:a terpisah) serta H.R S|SWADI (meninggar-ornirl

re r ps \no.rsg -', - H,y'$?:lmlil'r',3l;i,x,i,:3:L:Hffiffin*:lL:l*#,i;;1ll}
melakukan atau furut serta merakukan beberapa perbuatan yang ,rlirg ;;;il;;;;
sehingga irarus dipaneiartg sebagai perbuatan berlanjut ivoe,geze[e iranierring), ;;
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.Jtau,,suatu
korporasi yang daoat merugikan keuangan negara atau oerekonomiai .rgr", y*g
dilakukan dengan car,a+ara,antara tain,sebagai.,.,b fut :

Pada tahun anggaran 2003 berdasarkan ,Perda Nomor : 12 Tahun 2003 Tentang
Penetapan 

feru!{an APBD Kota Magerang irnrn 
-Arss;;;-ioos] 

pro, oin*
Pendidikan Kora Magerang terah dianggarkan kegiatan p"ng;Jrrn buku teks ;;xril;
i-nata atggaran kegiatan trelanja mujai truku/perpusiakaan dengan f,rU* ,.irning-,
2.11.0001.3.16.01 bagi siswa sD/Ml, sLTp/MTs, sMU/sMK dan ierpust;krr; ;;ilr;
nilai anggaran Rp 13.179,354:000,-.

Dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Walikota dengan Surat Nomor : 050/1635/114
tanggal 6 oktober 2003 menyetujui permintaan iiin oari snt yuDoKo *r.r,"p.*lrpi.
kegiatan untuk menyetenggarakan pengadaan buku wajib deng; *;; p;;il;
tangsung merarui surat N#o r : glti$&n003 tanggar 3 oktober eoog, wa;-uil;;99_- _ _vvvr Irqrqvr",, ,r,r;,



a 7

a.-F a LarA l l ll rt. -AFA| tt I AFt l alA
Atr.'ANOA'{N NtrTJ'EITI MAt,trLANlo

, UNTUK KEADILAN"

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Perihal :

h  /A'  A 
'A'7L 

A 
'AA'AA/Atr - J lJru.J. rJrrt. uvcttult

Biasa
1 (satu) bundel
Laporan Pelimpahan Perkara atas

nama terdakwa TRI JOKO MINTO

NUGROHO, S.E.,M.M., melanggar

Pasal 2 ayat (1), Subsidair Pasal 3
Jo Pasal 18 UU N0.31 Tahun 1999
io tltl No 20 Tahun 2001 .lo Pa:al,- " - '

55 (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 65 ayat
(1) KUHP.

Agama
Pekerjaan
Pendidikan

r-Ji,

tl- -.-t--- -. a6 la---r Ana6
[4agerang, ro Marer zu rz

KEPADAYTH:
KEPALA KEJAKSMN TINGGI

JAWA TENGAH

Dt-
SEMARANG

A-t- L --.t -.- ,: -t-t- ^l-l- -* lr-.*-.- ^: -l- - r-_J-t-- -- -61Defrut ullgar pelrunrutail perKara urKraK pruaila Notulrtir atati rralrH lerqaKwa r Kr

JOKO MINTO NUGROHO, S.E.,M.M., berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa

-.r rrr-.- -- -t--'tu---t-t,'-r-t-,- ll----!tr-- l-- -l 6n h-L- -lAA/n ll-
renuilfui utiiutli oart nepaia n,b,iifisairi NeEeri tu[ageiang ianggai lv FeDruart zutz Not]ror:

PRI N - 126 lO.3.13lFl.1 l02l2A12,Jengan in i dilapcrkan sebagai berikut :

a l-l---ttt^- T---t-t,. --t. ruenutas tetual(wa :

Nama lengkap : l'RlJOKO MINITO NUGR0HO,S.E.,M.M.

Tempat lahir : fi{agelang
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 23 November 1961

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : lndonesia
Tempattinggal : Perum Furi Tuksongo Jl. Anrana Xll No. 154 Rt. 3 Rw. 12

t.el. Cacaban Kec" Magetang Tengah Kota Magelang

: l:ilam
: l4antan l(etua DPRD Kota Magelang
: 5.2

2. Kasus Posisi :

- Berdasarkan Perda Nomor : 0B Tahun 2003 tanggal2T Maret 2003 Terrtang APBD

t/^L- 
^ 

r---l--- r-L.-- -- 44.4.) r---t-.^^r , a^---t:- ^r^r-^^: l^-- L^r^-:- --J^nuta rvl4urailg l4iluil ailJgardlr r.r/uJ, rsrudl.rat / lerststlra iru[asl ualla uerarua lrerua

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang seluruhnya sebesar Rp.

AF.l/t r/a.1nnn l----- L^l-- -^-:1..^- -^--a--- ^--^1 ---l--L ^--^!:--l^ ^--^L -^L--ro. l+l}..+ lo.uw [ufliilil uuras llilryi1r stsrarus gilrpal puruil gtilpal Jula eillpiiL ratus

delapan belas ribu rupiah).

- Bahwa dari alokasidana uebresar Rp. i6.i44.418.000,00 (enam belas miiyar sei'aius

empat puluh empat juta empat raius delapan belas ilbu rupiah) dalam Perda Nomor

(1 T-L,,- 
^nno 

a----.^l /17 rt--^r ar1n4 T--l--- Annn t/-1- lt---t^--'r-L,.-. o railuil zuuo riilrgllir z/ rvralul /-uuo relrtic[g ArDU nuu Magtsraru rdiluil

Anggaran 2003 Jo. Kepulusan Walikota Magelang Nomor :9$fi21122 tahun 2003

^-..---t n4 A--:l 6nn4 r--l^-- n-.-:-t---^- l--,^--- n--i---^-- n^- n^t--:-uilggar uo Apilr z,wo rtslrraru rHuaualan }rilggaralr relruapauil L,iilr Derarua

Daerah TA, 2003, terdapat alokasi dana Belanja Tldak Tersangka sebesar Rp.

i adA 4a6.ann /---_ ._:t---- -_-.--r..- l.-- --.t.-L :.-r- l,-^ --L--^ L--:--L ---t--L l-t-
o.'iZU./.t6.vUiJ (enam miiyar seraius Oua pUlun iuta uua 

'aius 
iujun p'uiun Oelapan

ribu nrpiah), dan di dalam Perda Nomor B Tahun 2003 tanggal 27 fularet 2003

T--r--- ihnn l/-r- tl--.-l--- T-L..- A-------- ann^ a:l-l- rt^----a--- -^-L- '
iei-rlang Ar,sU nola M4leiang ianiJ'] Anggaran luiff iloaK oEr-iggaii(an tremDefian

bantuan untuk oartai oolitik.



Nomor: 51 Tahun 200i tanggal i4 iuni 2001 bniang tsantuan Keuangan kepaia

PartaiPolitik.

- Bahwa perbuaian brdakwa TRi ioKo fr/iiNTo NuGRoHo, s.E.,M.il,i., menerima

bantuan parpol yang tr:dak dianggarkan di dalam APBD 2ffi3 sebesar Rp.

470.000.000 (empat ratus tujuh puiuh juta rupiah) dan APBD 20C4 sebesar Rp.

470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah),

merupakan perbuaian meiawan hukum karena berieniangan rlengan keieniuan

yang ada yaitu :

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPDdan DPRD;

tentang bantuan keuangan kepada parpol;

Pengelolaan dan Peftanggungjawaban Keuangan Daenah;

tentang Pedoman Pengurusan dan pertanggungjawaban dan pengawasan

Keuangan Drerah dan Penyusunan Perhiiungan APBD;

- Bahwa penggunaan dana pos anggaran belanja tldak tersangka APBD Kota

Magelang tahun 2003 ter-sebut rjiaias, sebesar Rp. 470.C00.000 (empat raius iujuh

puluh juta rupiah) menjadi bantuan keuangan untuk partai plitik telah

mengakibratkan kerugian Negar#Pemeriniah Kota Magelang sebesar Rp.

470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) bedasarkan hasil perhitungan

kerugian keuangan negaraidaerah BPKP Perw*akiian jawa Tengah Nomor : S-

22A4PW11/5P009 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh AMUL

ANDALIZA selaku Kepaia Pei-wakiian BPKP iawa Tengah, sedamgkan untirk APBD

tahun 2004 sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi

barriilan keuangan ui-rtuk paiiai poiiiik teiah rnengakibaikan keiugiai-r

Negara/Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp. 470.0ffi.@0,- (empat ratus tujuh

puiuh juta rupiah) trerriasarkan hasii audii Badan Pengawasan Keuangarr dan

Pembangunan (BPKP) Penuakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor S-

1345/PW11/5i2008 tanggai i4 Mei 2008 yai-rg ditandatangani oieh ARZUL

ANDALIZA selaku Kepala Penarakilan BPKP Jawa Tengah telah merugikan

keuangan negaraitiaerah sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus iujuh puiirh juta

rupiah) jumlah mana diperkuat dengan keterangan ahli auditor BPKP Perwakilan

Jawa Tengah SURAi,ITO, S.E.,Akt.ivisi Bin MARTODIHARJO (Airni.

3. Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Kepala Kejaksaan Negeri Magelang Nomor &"

&1/0.3.'!3/Ftin3n012 tanggal 15 Maret 2012beryas prkara telah dilimpahkan ke

Pengadilan Tindak Pklana KorupsiSemarang dengan dakwaan :



Bahwa Terdakwa TRI JOKO MINTO i{UGROHO, S.E.,M, M., mengetahui peruniukan

belanja / Dana Tidak Tersangka (DTT) tersebut bukan pemberian bantuan untuk

partai poiitik, namuR terdakwa tiengan melawan hukum aiau ianpa didasari aiunan

yang sah serta dengan maksud untuk mernperkaya dirisendiri atau orang lain atau

korporasi telah menenma uang iunaisejumiah Rp.465.ffi0.ffi0 (empat rafus enam

puluh lima juta rupiah) dari jumlah total Rp, 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh

juta rupiahi uniuk pemberian baniuan partai poiiiik yang kemudian ciisaiurkan

kepda beberapa partai politik melalui ketua partai yang mendapatkan kursi di

DPRD Kota Magelang periode 1999-2004,

Bahwa perbuatan terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO, S.E.,M.M., menerima

banfuan parpol yang ikiak dianggarkan di daiam APBD 2003 sebesar Rp.

470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan APBD 2004 sebcsar Rp.

470.000.000 (empai raius iujuh puiuh juia rupiah),

Bahwa setelah APBD Kota Magelang tahun anggaran 2004 disahkan dan sebagai

iindak lanjui dari rapai ianggai 22?ebruan 2004 aniara TiM Anggaran Eksekuiif dan

Ketua DPRD Kota Magelang yang membahas rencana penggunaan anggaran

beianja Dana Tidak Tersangka tei'sebut dimana dana pemberiarr baniuan

parpol/fraksi tersebut diambil dari pos anggaran belanja tidak tersangka Anggaran

Pendapaian Belai'rja Daerah (APBD) Koia Mageiang iahun srrggsraii zAM

selajutnya SOERENI ADl, SE.MM selaku Kahag Keuangan, membuat laporan

kepada H FAHRi\?l.iTO seiakii fiaiikoia iviageiang meiaiui Drs. SULEMA|.I HASAlli

selakuSekda Kota Magelang dengan nota dinas Nomor : 9N122a1122 tanggal 8

Maret 2004 perihal Laporan Hasii Rapat Pembahasan FIAPBD 2004 dan Reaiisasi

Pemberian Bantuan Parpol / fraksi DPRD Kota Magelang. Dalam nota dinas tersebut

dilaporlian hal hai yang telah rjisepakaii yang saiah satunya adalah baniuan

parpolffnaksi yang ada di DPRD Kota Magelang yang pada pokoknya antara lain

merryatakarl bahwa berrjasarkan rapat iai-rggai 27 Pebruaii 2004 di ruang rapai

Ketua DPRD Kota Magelang disepakati antara lain sebagai berikut bantuan

fraksi/parpol yang ada di DPRD riiiaksarrakan seperti pada Tahun 2ffi3 (diambilkan

dari Dana Tidak Tensangka APBD), yaitu sebesar Rp.470.ffi0.0ffi,- (empat ratus

tujuh puluh juia rupiah) guna rnenunjarrg operasionai kegiaiai-r khususnya

menghadapi Pemilu tahun 2004.

Bahwa terhadap pei-rgelualan dana beianja iirjak tersangka ieisebut, H.

FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang telah memberitahukan kepada terdakwa

selaku Ketua DPRD Koia Mageiai-rg 'jerrgai'r surai No. ffiAiii}.'di1z2 ianggai I
Maret 2004 perihal pemberitahuan pengeluaran pos tidak tensangka dan atas

pemberitahuan tersebu i terdakwa men yetujuirrya.

Bahwa banfuan paryoltersebut seharusnya dianggarkan dalam APBD pos anggaran



Primair : Pasal 2 ayat (1i jo, Fasal iE UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

diubah dengan l.iLi Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Rl Nomor 3i Tahun 1999 Tentang Pemberaniasan Tindak Pidana

KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) kel KUHP Jo. Pasal65 ayat (1) KUHP.

SuLrsidair: Pasal 3 jo. Pasai 18 UU Nomor 3i Tahun 1999 sebagaimana diubah

dengan UU Nomor20 Tahun 2001 tentang Penrbahan atas Undang-undang

Rl Nomor 3i Tahun i999 Teirtang Pemberantasan Tindak Pidarra Koiupsi

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(copy surat daknman terlampir).

Oemikian untuk menjadi ;naklum dan seper"lunya.

TEMBUSAI'I :

1. YTH. JAKSAAGUNG MUDA TINDAKPIDANA KHUSUS

KEJAKSAANAGUNG RI
ht titlahfl -Ul -rrAl\ftnlti,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

DI-SEfuIAMNG;
WAKIL KEPAI-A KEJAKSAAN TINGGI JAYJA TENGAH

DI-SEMAMNG;
ASISTEN TINDAK PIDAI,IA KHUSUS

KEJAT.SMN TINGGI JAWA TENGAH
Dl-SE[{AMNG;
ASISTEN PENGAWASAN

KEJAKSAAN TINGGI JAUUA TENGA}I
DI-SEII4AMNG;

6. ARSIP.-

2. YTr-r.

, \r?tlir. I trl.

4. YTH.

5. YTH.

*

,:
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